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ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tiga peratalsan berikut, yakni
Mengungkap proses pembangunan tapak tower 12 d&T3 Padang Besi sehubungan
dengan ganti rugi tanah tapak tower, ganti rugamaamn tumbuh, dan kompensasi tanah-
bangunan masyarakat dalam jalur ROW, (2) Mengundkapflik dan penyelesaian
konflik serta cara menyatasi konflik pembangunasaran listrik di lokasi pembangunan
tapak tower 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi,(8) Mengidentifikasi faktor-
faktor terkait dengan peran Polmas dalam penangkoafiik pembangunan prasarana
listrik di lokasi pembangunan tapak tower 12 danSI3TT Kelurahan Padang Besi
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

Penelitian ini dilakukan dengan acuan kualitatiéknyi observasi, wawancara
lapangan, dan analisis data dokumen (seperti ®i, kliping koran). Berikut tiga
kesimpulan yang dapat diutarakan berdasarkan nhasida tujuan penelitian yang
diutarakan, yakni(1) PT PLN (Persero) Pikitring Sumsel, Jambi, LamgpuBengkulu,
Babel, Sumbar dan Riau di Bukittinggi, Kontraktdr Medan Smarts (Persero) tidak bisa
menyelesaikan permasalahannya dengan warga maalyd&ak02 RW 01 Kelurahan
Padang Besi dalam hal ganti rugi tanaman tumbuhkdampensasi tanah-banguan, (2)
Konflik yang terjadi akibat pembangunan prasar#staK tempat berdirinya tapak tower
SUTT antara PT PLN (Persero) dengan warga masyayakey tinggal dalam ruang
bebas (ROW) antara ruang jarak radius 2@Gmnar tapak tower SUTT masih menyisakan
permasalahan yaitu ganti rugi tapak tower, gargi tanaman tumbuh dan kompensasi
tanah-bangunan, hasil kesepakatan yang dibuatdsetda Keputusan Wali Kota Padang
No. 03 tahun 2010 tentang harga dasar ganti ragntan, tidak diterima dan ditolak oleh
warga RT 02 RW 01 Kelurahan Padang Besi, (3) Peodmas di Kelurahan Padang Besi
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang belum berjakoara aktif dan efektif, serta
pengurus FKPM dan BKPM belum terbentuk sebagai vgeayelesaian masalah.

Dari sejumlah stakeholder yang terlibat dalam Eakan pembangunan tapak
towerno. 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi perluyadperan Polmas yang dapat
mengidentifikasi permasalahan dalam konflik pemibaag prasrana listrik di Kota
Padang, khususnya Kelurahan Padang Besi dibentujuRes dan anggota FKPM dan
BKPM sebagai balai-balai yang digunakan untuk malayarga masyarakat dan sebagai
tempat pertemuan bersama antara Petugas PolmasPelaigas Babinkamtibmas,
pemerntahan Kelurahan, untuk berpartisipasi bal&and&onteks penyelesaian masalah
dari dampak konflik sosial kebijakan publik maupwaalam konteks pelayanan,
pelindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Kata kunci: Konflik, Prasarana Listrik, Polmas, Biag Besi dan Kota Padang.
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1.1 Latar Belakang

Menurut Nugroho (2009:158), kajian kebijakan puldik Indonesia sejak
kemerdekaan hingga hari ini masih banyak diwaregektingan publik terbatas
daripada masyarakat secara luas. Dengan katapmbuatan kebijakan publik
seakan-akan lebih banyak melibatkan kepentingamithd kelompok, dan aliran
pembuat kebijakan publik daripada kepentingan nrakgh secara luas. Dengan
demikian, hukum dalam konteks ini seakan-akan belipusisikan sebagai tolok
ukur untuk mengambil kebijakan dan membuat sudbiyjdean publik.

Kebijakan publik merupakan sebuah dokumen formahgyaerlaku
mengikat untuk kehidupan bersama. Dalam konteksebet kebijakan publik
menjadi hukum (Nugroho, 2009). Untuk menciptakata taemerintahan yang
bersih dan baikdean and good governance) serta aparat negara penegak hukum
yang berwibawa kajian terhadap kebijakan publikedigkan.Governance dapat
diartikan sebagai mekanisme, praktek, tata caraepetah dan warga dalam
mengatur sumber daya serta memecahkan masalahamgsablik (Sumarto,
2004).

Baik instansi maupun warga berhak mengeluarkanjdéeim publik yang
berpihak kepada masyarakat dan nilai-nilai kemaausi Akan tetapi pada
kenyataannya di lapangan, masih ada kebijakan kpylalng dikeluarkan yang
belum berpihak kepada kepentingan rakyat dan HAMK(KAzazi Manusia).
Peran hegemoni dan kekuasaan masih sering dijadsledbagai alat untuk

melegitimasi hal-hal yang sebenarnya masih jauhhdaapan publik (Chan, Sam.



M. dan Tuti T. Sam, 2005) sehingga dapat memunaubesbagai dampak negatif
seperti: konflik, kerusuhan masal, perkelahian, danesahan sosial. Untuk
mengantisipasi dampak negatif dari sebuah kebijghaiik diperlukan adanya
strategi untuk pengendalian atau penanganan yang-degul diperhitungkan
secara matang. Selain proses pembuatan kebijakalik ptang masih sering
dipertanyakan, keberadaan pelayan publik dalam regkam pelayanan kepada
masyarakat umum juga tidak luput dari kritikan.

Salah satu institusi yang ditugaskan untuk menj@arkebijakan publik dan
pelayanan publikdalam menangani konflik pembangunan prasaranékligan
implikasi peran Polmas di Kota Padang adalah PO{Rdpolisian Negara
Republik Indonesia) dalam kontek kewilayahan dipkaa oleh Polda Sumbar
(Kepolisian Daerah Sumatera Barat). Menurut amaedekedua pasal 30 ayat 4
UUD 1945 disebutkan bahwa Polri sebagai alat negang menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat bertugas untuk melindunghgayomi, dan melayani
masyarakat serta menegakkan hukum. Hal itu dipestedgngan UU No. 2 tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonestsaP 5 Ayat 1 yang
menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indarmasrupakan alat negara
yang berperan dalam memelihara keamanan dan bketertimasyarakat,
menegakan hukum, serta memberikan perlindungamayeman, dan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamdalam negeri. Hal itu

! Konsep pelayanan publik yang dimaksudkan dalanakaijii adalah pelayanan yang
harus diberikan oleh pemerintah yang dalam kongekselitian yang dilakukan adalah
Pemko dan jajarannya serta Polri dan jajarannyantahelayani masyarakat. Maiyulnita
(2007) mengklasifikasi dua katagori utama pelayapablik, yakni (1) pelayanan
kebutuhan dasar yang meliputi kesehatan, pendiddeam bahan pokok masyarakat dan
(2) pelayanan umum yang meliputi pelayanan adnatiSumum, pelayanan barang, dan
pelayanan jasa.



senada pula dengan slogan Polri sebagai intitusj yaelayani, mengayomi, dan
melindungi masyarakat serta menegakkan hukum.

Polri® memiliki sejumlah Fungsi yaitu Fungsi Lantas (Ldlintas), Intel
(Intelijen), Reserse (Penyidikan), Bina Mitra (Pémalan Mitra Masyarakat),
Samapta (Pengaturan, Penjagaan, Patroli) yangsditakan oleh Sabhara (Satuan
Bhayangkara) dan Pol Air (Kepolisian Perairan )tasePasukan Khusus
(Brimob)®. Dari sejumlah Fungsi tersebut, Fungsi Kepolisiang memerankan
kebijakan public tentang kebijakan dan strategifsl adalah Fungsi Bina Mitra,
dalam hal ini diperankan oleh Babinkamtibmas (BaftaPembimbingan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). merangkamaeBatugas Polmas.

Setiap Polisi yang ditugaskan untuk melaksanakangsiuBina Mitra
disebut Babinkamtibmas yang merangkap sebagai &#eRglisi Masyarakat atau
lebih dikenal dengan sebutan Polmas. Menurut SKERpoKi No. Pol:
Skep/432/VIl/2006 tanggal 1 Juli 2006, Polmas makap model perpolisian
yang menekankan adanya kemitraan yang sejajar aarnpetugas dengan
masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengs¢tiap permasalahan sosial
yang dapat mengancam keamanan, ketertiban, danntd&etean hidup

masyarakat setempat. Dengan kata lain, Polmas jimtwintuk mengurangi

2 Dalam konteks pengamanan di daerah, kepolisigaraeR! diperankan oleh kepolisian
daerah (Polda), Polres, dan Polsek.

® Berdasarkan SKEP Kapolri No. Pol: Skep/432/VI0@Qanggal 1 Juli 2006 dinyatakan
bahwa Brimob (Brigade Mobil) memiliki lima kemangukhusus, yaitu Perlawanan
terhadap Teror (Wan Teror), Penanggulangan Hurwa HBRHH), Penyelenggaraan
SAR, Penanganan Bahan Peledak dan Penjinakan Bampeélaksanaan Resmob
(Reserse Mobil).

* Bintara adalah sebutan untuk golongan Il Perd¢agilolisian.



kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan unemkngkatkan kualitas hidup
warga setempat.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SIEfR/2005 tanggal 13
Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Peaeraddodel Perpolisian
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada2Basal 1a dinyatakan
pula bahwa tugas dari Perpolisian Masyarakat (Poinzalalah memberikan
pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepadaanafigay. Dengan demikian,
dalam hal penegakan hukum dan menjalankan kebijagahblik untuk
memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat batiikaegara-negara maju
sekalipun penyelenggaraan tugas-tugas kepolisiargnagapkan Petugas Polmas
dalam hal ini dirangkap oleh Petgas BabinkamtibniBsmtara Pembinaan
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dapat menjditia rmasyarakat dalam
struktur organisasi FKPM (Forum Kemitraan Polisindslasyarakat) dengan
wadahnya disebut BKPM (Balai Kemitraan Polisi danasyarakat) yang
keberadaannya di Kelurahan, dimana Kota Padang likeii4 Kelurahan hanya
satu Kelurahan yang baru aktif kegiatan Polmasmya Kelurahan Padang Sarai
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang (dokumentasirgatddilihat pada
lampiran 9 gambar 1 samapai gambar 4). Dengan temilalam operasionalnya
kegiatan Polmas baik Petugas Polmas maupun PengbBKRBM tetap
memperhatikan kultur masyarakat setempat, adatdadii dan nilai-nilai yang
berlaku pada suatu komunitasSejumlah statemen di atas mengindikasikan

bahwa Petugas Polmas dan Pengurus FKPM diharapkamlika filsafat dan

> Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/208b6ggal 13 Oktober 2005 tentang
Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisidfasyarakat dalam
Penyelenggaraan Tugas Polri yang diterbitkan olabéd Polri Jakarta.



strategi untuk mewujudkan kemitraan serta memiiHe@amanan dan ketertiban
masyarakat yang diperankan langsung dari masyanaktatk masyarakat di
Kelurahan/Pedesaan dalam wilayah hukum Kota Padang.

Ada beberapa hal lain yang juga mendasari pemilge@nbangunan tower
SUTT Padang Besi tersebut.

Pertama, alasan survei pendahuluan. Berdasarkan survepdikian fakta
bahwa akibat dari pembangunan tower SUTT Padang tBgadi perkelahian
antar keluarga, antara adik dengan dan kakak, €j@misnya. Salah satu kasus
terjadi pada Amiruddin (65 tahun) dengan Nasri {@@un) warga RT 3, RW 2
Kelurahan Padang Besi pada hari Kamis tanggal 2mesr 2010. Kedua sosok
ini adalah bersaudara kandung. Nasri (adik) menésukuddin (kakak) dengan
pisau sehingga mengakibatkan mata kanan memaratdknlaka tikam. Kasus ini
ditangani oleh Polsekta Lubuk Kilangan yang benaélehgan perdamaian karena
hubungan saudara kandung (data Babimkamtibmas gia@arpetugas Polmas
Kelurahan Padang Besi, Juli 2010). Sekalipun demnijkkasus pembangunan
tower SUTT akan ditindaklanjuti oleh para tokoh yeaakat, NGO, dan pihak-
pihak independen, LBHN (Lembaga Bantuan Hukum Ned)oSumbar-Riau ke
ranah hukum (selanjutnya dibahas pada subbab tekégunaan penelitian).

Kedua, alasan pemikiran pemilihan lokasi penelitian. iDsekian lokasi
tempat pembangunan tapak tower SUTT, lokasi yaran akjadikan sebagai
objek penelitian dimaksud mendapat hambatan sedasi masyarakat.
Masyarakat tidak menginginkan adanya pembangungaktaower SUTT
Kelurahan Padang Besi Lubuk Kilangan Kota Padarad.yl\dng menjadi alasan

bagi warga selain turunnya harga tanah adalah ketaknereka terhadap bahaya



radiasi yang menurut mereka bisa merusak keseh@trgan demikian, warga
menganggap bahwa pembangunan tower SUTT di lokaskdud merugikan
masyarakat (Singgalang, Sabtu 20 November 2010).

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mermgenkonflik
pembangunan prasarana listrik yang terjadi dalatakpanaan pembangunan
tapak tower SUTT transmisi 150 kV Indarung-Bungebasiyak 52 tapak tower
SUTT, khususnya pembangunan tapak tower No.12 @ati Kelurahan Padang
Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Bebelgbayang sudah dikaji
berkaitan dengan berbagai permasalahan yang tégadama menyangkut (1)
ganti rugi tapak tower, ( 2) ganti rugi tanaman luim (3) kompensasi tanah dan
bangunan dalam ruang bebas (ROW) yang mempengakelancaran
pembangunan dan penggunaan akses informasi sgbhhgairansformasi dalam
proses perubahan yang dianalisis dengan teori SW8Fength Weakness

Opportunity Threat).

1.2 Perumusan masalah

Aspek sosial perpolisian masyarakat dalam pembamguilayah menjadi
titik sentral dalam penelitian ini. Polmas merupalsalah satu aspek strategis
dalam pembangunan wilayah karena peran aktif wawagyarakat dalam menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat. Adalah kewapbtugas Polmas bersama
Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yarezabggotakan tokoh-
tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW dan pemudakumewujudkan
masyarakat madani yang diimpikan negara ini tidakyh melalui pembangunan
dan keamanan tetapi juga untuk wilayah hukum. Untekvujudkan hal tersebut,

kerjasama kedua lembaga tersebut perlu diwujudéeara intensif.



Dalam konteks Kota Padang, ada beberapa kendala iyasih menjadi
pekerjaan rumah para pemimpin negara ini. Salamgatadalah belum adanya
FKPM pada setiap Kelurahan di Kota Padang. Adakdhyhang ironis bila dari
104 kelurahan yang ada di Kota Padang, baru ada=$&M yakni di Kelurahan
Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah yang sudahikliden disyahkan oleh
Kapolda Sumatera Barat. Program kegiatannya sudajaldn dengan baik
sampai sekarang yaitu ikut serta menjaga keamaaarketertiban masyarakat
yang langsung dari masyarakat untuk masyarakat.

Seperti yang diterakan dalam SKEP 737/X/2005,mp&sua dan anggota
FKPM adalah ikut secara proaktif membantu tugastdaggung jawab Polmas
untuk mencari penyelesaian setiap konflik yangatérpgi suatu kelurahan baik
konflik dalam keluarga maupun konflik sosial laiany

Dalam konteks wilayah penelitian khususnya di Kahan Padang Besi
Kecamatan Lubuk Kilangan, konflik pembangunan paasa listrik dalam proses
pembangunan tapak tower 12 dan 13 sudah seriragliteljonflik tersebut tidak
hanya dalam konteks hubungan saudara dan keluetgpj sudah mengarah ke
ranah sosial yang lebih luas. Salah satu yang miekgndala adalah ketiadaan
FKPM di wilayah tersebut. Dengan kata lain, di wéh dimaksud baru ada
petugas Babinkamtibmas yang merangkap sebagaigseRamas.

Di wilayah yang sudah ada FKPM, Babinkamtibmas uga$ sebagai
pembina FKPM yang ikut secara proaktif untuk meabkan dan mencari
penyelesaian konflik sosial yang terjadi dalam raeslyat kelurahan. Berhubung
di wilayah penelitian belum ada FKPM, Babinkamtilsnraerangkap petugas

Polmas. Dalam tataran ideal, dalam SKEP 737, sdkabinkamtibmas juga



diperlukan petugas Polmas. Kenyataannya di kelarghag diteliti masih terjadi
jabatan rangkap. Dalam konteks ini, seorang Bahintikemas juga berperan
sebagai petugas Polmas. Dalam konteks ini di Pwlsklkbuk Kilangan Kota
Padang sampai saat ini tampaknya masih jauh dapopsi ideal seperti yang
diharapkan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Plodp®737/X/2005.

Untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut, Pefigiasas dari satuan lain
seperti Sat Brimob Polda Sumatera Barat khususagakkan Huru Hara (PHH)
dan Sat Dalmas (Satuan Pengendalian Massa) PoRadtng perlu dihadirkan
berhubung tingkat konflik sosial yang terjadi di ll@han Padang Besi
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang sudah tergolmerintensitas tinggi.
Dalam konteks tersebut, petugas Polmas di Poléekiak Kilangan Kota Padang
menjalankan Fungsi Bina Mitra khususnya. FungsaBittra yang dimaksudkan
adalah salah satu fungsi kepolisian yang bertugatsikupembinaan mitra
masyarakat.

Dengan kata lain, masih banyak hal yang perlu dibebaik dalam hal
penetapan kebijakan publik maupun penegakan hukalamd pembangunan
proyek suatu wilayah. Salah satu kasusnya dapatnatiapada konflik
pembangunan prasarana listrik transmisi 150 kV rimaigz Bungus berjumlah 98
tower dari Gardu Induk (Gl) Indarung sampai Gamlduk (Gl) Bungus sebanyak
52 tower, dari Gardu Induk (Gl) Bungus sampai Perghkt Teluk Sirih sebanyak
46 tower, khususnya pembangunan tapak tower 1288UTT (Saluran Udara
Tegangan Tinggi) di Kelurahan Padang Besi Kecamhbtduk Kilangan Kota

Padang.



Selain keterbatasan Petugas Polmas, pembangunan 1@wdan 13 SUTT
Padang Besi juga bermasalah dalam hal ketidakjelgsati rugi tanah tapak
tower 12 dan 13 SUTT, ganti rugi tanaman tumbukasesmpensasi tanah dan
bangunan radius 20nsepanjang ruang jarak tower (ROW). Dengan kata, lai
asas fungsi sosial hak atas tanah dalam pengaaiaam antuk kepentingan umum
baik yang dilakukan secara sukarelslntary acquisition of land) maupun
secara wajib dfompulsory acquisition of land) seperti yang ditegaskan dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 T&a05 tentang Pengadaan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepemtimgam khususnya pasal
5 huruf u yang menyatakan bahwa pembangunan umfokritingan umum yang
dilaksanakan pemerintah pusat atau pemerintah [Wameliputi pembangkit,
transimisi, distribusi tenaga listrik. Hal senadayg terpatri dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia No. 65 tahun 2006 (@ters 2007:12; Tukgali
2010:12).

Dalam konteks Sumatera Barat, keberadaan tanahtidaperti yang diatur
oleh UU Agraria dan PP terkait perlu diikuti olethgk-pihak terkait seperti pihak
PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan darninSumatera Selatan,
Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, dan SemaaBarat, sebagai
kontraktor pelaksana PT. Mega Eltra dan PT. Medarar§s. Ketidakjelasan
tersebut berdampak pada hal-hal yang berbau pérpeadan kerusuhan masal
sehingga meresahkan masyarakat dan lingkungarasekdalah menjadi alasan
mengapa kasus pembangunan tapak tower 12 dan 18 Batlang Besi dijadikan
sebagai basis penelitian ini. Berdasarkan sejundtiemen di atas, tiga

permasalahan dapat dirumuskan pada penelitian ini.



1. Apakah proses pembangunan tapak tower 12 d&UIJ Kelurahan Padang
Besi sehubungan dengan ganti rugi tanah tapak toyerti rugi tanaman
tumbuh dan kompensasi tanah-bangunan masyarale galur ROW sudah
sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku?

2. Apakah kekuatan, kelemahan, kendala, dan tgatampada konflik dan
penyelesaian konflik pembangunan prasarana lislirilokasi pembangunan
tapak tower 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi?

3. Apakah faktor-faktor terkait dengan peran pardalam penanganan konflik
pembangunan prasarana listrik di lokasi pembangtagaak tower 12 dan 13

SUTT Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilar{ata Padang?

1.3 Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tiganeegalahan yang tertera
dalam subbab rumusan permasalahan.

1. Mengungkap proses pembangunan tapak tower A2L8s&85UTT Kelurahan
Padang Besi sehubungan dengan ganti rugi tanak tapeer, ganti rugi
tanaman tumbuh dan kompensasi tanah-bangunan rakayatalam jalur
ROW.

2. Mengungkapkan konflik dan penyelesaiannya sesta mengatasi konflik
pembangunan prasarana listrik di lokasi pembangtagzak tower 12 dan 13
SUTT Kelurahan Padang Besi.

3. Mengidentifikasi faktor-faktor terkait dengaargn polmas dalam penanganan
konflik pembangunan prasarana listrik di lokasi pangunan tapak tower 12
dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubiéndgfan Kota

Padang.



1.4 Kegunaan pendlitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi signifsiakepada beberapa
pihak berikut.

Pertama, salah satu budaya negatif yang dimiliki oleh naaglgat timur
adalah budaya amuk. Menurut Anderson (2000), budayak bisa terjadi secara
spontan tanpa ada pertimbangan logika, etika, slpekaaspek kesusilaan lainnya.
Dalam konteks keminangan, budaya amuk tampaknyia déikenal dengan istilah
cakak banyak. Bila suatu embrio kasus kebijakan publik apalagig melibatkan
masyarakat banyak tidak segera diselesaikan demgarat dan cepat maka
budaya amuk tersebut bisa terjadi. Hasil peneliddrarapkan dapat mencegah
atau mengantisipasi terjadinya budaya amuk padyarasat Kelurahan Padang
Besi tersebut. Hal yang melandasinya adalah sanspaik ini sekalipun
Pembangunan Transmisi 150kV Indarung-Bungus TowéFTStersebut sudah
selesai dibangun akan tetapi sejumlah tokoh masgaidanNon Government
Organisation (NGO), termasuk kaum akademisi tampaknya akanmdaklanjuti
kasus ini ke ranah hukum.

Kedua, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat merhkiaer kontribusi
kepada Pemda Kota Padang, pihak PT PLN (Persemn)kdntraktor terutama
dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan dalarakpahaan pembangunan
dan kontrak kerja serta penyelesaian ganti rugahtatapak tower, ganti rugi
tanaman tumbuh serta kompesasi tanah dan bangaham duang bebasdw,
right of way) dengan masyarakat.

Ketiga, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rkaoumi

pemikiran kepada institusi Polri terutama dalamaoganan kasus-kasus interaksi



sosial dalam konflik pembangunan prasarana listaitu proses pembangunan
tapak tower 12 dan 13 di Kelurahan Padang Besi idatan Lubuk Kilalangan
Kota Padang. Polda Sumbar menurut SKEP 737 dihamaplapat menangani
aneka konflik yang ada di wilayah hukum penugadaolda Sumbar sesuai
dengan SKEP 737 dimaksud diharapkan juga sudah ereaolb struktur
organisasi FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Maalat) yang mapan pada
masing-masing kelurahan. Akan tetapi dalam kondesal, SKEP tersebut belum
berjalan sebagaimana mestinya. Sebagian keluranayata belum menjalankan
SKEP tersebut karena ketiadaan struktur organis&d®M seperti yang
diharapkan sehingga miskomunikasi antar PetugasnBaintibmas merangkap
petugas Polmas dan antar Ketua/anggota FKPM satigaingkinkan. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satuan untuk penerapan
kebijakan dan strategi Polmas dalam wilayah hukiwida Sumbar antara lain
dapat dilaksanakan oleh Petugas Polmas dirangkdyi&entibomas, Petugas
Polresta Padang dan Petugas Sat Brimob Polda Suinlfadang Sarai dalam
penanganan konflik pembangunan prasarana listnk yerjadi pada pelaksanaan
pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT Padang d&gjan kondisi dan
situasi masyarakat sejenis yang berada di kelurdhéan sepanjang jalur
pembangunan prasarana listrik transmisi 150 kVrimugBungus.

Keempat, pada aspek-aspek terkait, hasil penelitian irpatanemberi
signifikansi pada pemerintah daerah, pihak kecamatelurahan, RW, dan RT
terutama dalam menyikapi konflik sosial pembanguhéenurut SKEP 737 pula
apabila ada permasalahan yang terjadi di tengahyarast, Ketua/anggota

FKPM yang terlebih dahulu untuk deteksi dini dahasasnya bisa mengambil



langkah-langkah penyelesaian masalah menyangkuflikkoentara PT PLN
(Persero) dengan warga/masyarakat, dan Petugas\kBaitibmas merangkap
Petugas Polmas selaku Pembina Pengurus FKPM dKzeraproaktif dalam
pemberian pelayanan penuh, merespon reaktif tephadatu kejadian tindak
kejahatan dan mengarahkan masyarakat agar menyampaspirasinya secara

berjenjang sejak dari Kelurahan hingga ke pemdrartayang lebih tinggi.



BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil pembahasan pada bab 5 sudaimaparkan sejumlah kekuatan,
kelemahan, peluang, tantangan, dan sumber kordliksg#mua stakeholder yang
terlibat dalam konflik pembangunan prasaran listqgada pelaksanaan
pembangunan tapak tower 12 dan 13 SUTT di Kelurdhatang Besi Kota
Padang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, malgat ddisimpulkan untuk
mengatasi sejumlah konflik sosial yang sedang degaperti dalam poin-poin

berikut :

(1) PT PLN (Persero) Pikitring Sumsel, Banhampung, Bengkulu, Babel,
Sumbar dan Riau, Kontraktor PT. Medan Smarts (R&Erseidak bisa
menyelesaikan permasalahannya dengan warga maalyaRik 05 Rw. 01
Kelurahan Padang Besi dalam hal ganti rugi tanatoenbuh dan kompensasi

tanah-bangunan.

(2) Konflik yang terjadi akibat pembangunamagarana listrik tempat berdirinya
tapak tower SUTT antara PT PLN (Persero) dengargavanasyarakat yang
tinggal dalam ruang bebas (ROW) antara ruang jeadius 20 antar tapak

tower SUTT masih menyisakan permasalahan yaitu gagit tapak tower, ganti

rugi tanaman tumbuh dan kompensasi tanah-bangunzeil, kesepakatan yang
dibuat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Bltaltun 2010 tentang harga
dasar ganti rugi tanaman tidak diterima dan ditadédh warga Rt. 05 Rw.01

Kelurahan Padang Besi. .



(3) Peran Polmas di Kelurahan Padang Besi idatan Lubuk Kilangan Kota
Padang belum berjalan secara aktif dan efektifagmngurus FKPM dan BKPM

belum terbentuk sebagai wadah penyelesaian masalah.

6.2 Saran

Dari sejumlah stakeholder yang terlibat oalgpelaksanaan
pembangunan tapak tower no.12 dan 13 SUTT Kelurdedang Besi,
Menurut Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/7372805 tanggal 13
Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Peaerdfodel Perpolisian
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri disaibubahwa
pelaksanaan peran polmas pada kelurahan yang adeygih hukum Kota
Padang dan bahkan meliputi seluruh wilayah hukuenateSumatera Barat
diharapan dapat merealisasikan dan mengaplikaskdagaimana yang
telah ditetapkan menurut Skep/737/X/2005 halamagakni: (1) adanya
seorang petugas Polmas (yang dimaksudkan adalahk&akbbmas) yang
ditugaskan secara tetap untuk model kawasan atalakahan; (2) model
kawasan yang dimaksudkan adalah adanya Pos atairbB#di sebagai
pusat layanan kepolisian dengan memanfaatkanaasiting tersedia pada
kantor desa atau kelurahan atau tempat tinggalgpstiPolmas; dan (3)
adanya suatu forum kemitraan yang disebut denga®M-KForum
Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang keanggotaanmgncerminkan
keterwakilan semua unsur dalam masyarakat termaesiuigas Polmas dan

pemerintah setempat.



Dengan demikian, Peran Polmas yang telah berjaldtelirahan
Padang Sarai tetap dilanjutkan dan ditingkatkanhpeaan bentuk program
kerja yang lebih terarah, cepat, tanggap, dan giafal dalam melayanani
warga masyarakatnya untuk memberikan penyelesaiasalah sosial
masyarakat yang terjadi di tengah-tengah wargametugas Polmas
seharusnya tidak dirangkap oleh Petugas BabinkaraBbkarena terjadi
tugas rangkap pada seseorang akan mengakibatkgaratidak baik baik
secara sosial masyarakat maupun menurut aturaamratyeng berlaku,
melalui Pengurus FKPM (Forum Kemitraan Polisi daaslihrakat) yang
berwadah di BKPM (Balai Kemitraan Polisi dan Masyat) berkiprah di
tingkat Kelurahan, dalam hal ini baru ada di Kehara Padang Sarai
Kecamatan Koto Tangah yang sudah bergerak bersasganakat bawah
dengan memanfaatkan upaya deteksi dini dan pemgtaimsi konflik
sosial yang terjadi dalam warga masyarakatnya,ngg@a di Kelurahan
Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padangipakan lokasi
terjadinya konflik pembangunan prasarana listridgppembangunan tapak
tower 12 dan 13 SUTT Kelurahan Padang Besi selbdmapak konflik
sosial kebijakan publik. Hal itu mengindikasikanngat diperlukannya
petugas Polmas menjadi fasilitator apabila tergainpak konflik sosial
kebijakan publik di kelurahan Padang Besi jugapeibentuk Pengurus
dan anggota FKPM dan BKPM sebagai balai-balai yd¢iggnakan untuk

melayani warga masyarakat dan sebagai tempat psatebersama dengan



petugas Polmas dan Petugas Babinkamtibomas, Peateritelurahan
untuk berpartisipasi baik dalam konteks penyelasar@msalah dampak
konflik sosial kebijakan publik maupun dalam korgtelpelayanan,

perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Sekian dan terima kasih.....
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